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A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia
merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, penegakan aturan
hukum harus dilaksanakan demi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.
Karena Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki seperangkat hukum
yang mengatur kehidupan setiap warga negaranya, maka penegakan hukum
diperlukan untuk menanggulangi berbagai masalah sosial yang timbul di sana.?
Terkait dengan hal tersebut, salah satu prasyarat bagi suatu negara untuk mencapai
keadilan sosial bagi warga negaranya adalah penegakan hukum yang berkeadilan.

Hukum Indonesia harus ditegakkan untuk menghentikan perilaku
menyimpang di masyarakat. Penerapan hukum dapat dilihat dari sudut pandang
perdata maupun pidana. Kunci untuk membina lingkungan yang positif melalui
tindakan terhadap perilaku menyimpang, baik dari sudut pandang pidana maupun
perdata, adalah keseimbangan.? Penyimpangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk
dan merupakan faktor utama terjadinya berbagai tindak pidana ilegal. Kemajuan
teknologi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya

penyimpangan, sehingga diperlukan hukum yang ketat dalam masyarakat. Hal ini

Jimly Asshiddigie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 69
2Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama hal. 3
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dilakukan mengingat banyaknya orang yang menyimpang dari norma sesuai dengan
kemajuan zaman.®

Tindak pidana penganiayaan anak merupakan salah satu contoh perilaku
menyimpang yang sering terjadi di masyarakat. Ketidakmampuan untuk
mengendalikan diri yang berujung pada tindak pidana terhadap anak disebut dengan
tindak pidana penganiayaan. Hal ini semakin diperkuat dengan semakin pesatnya
perkembangan teknologi yang menyebabkan semakin banyaknya tindak pidana
penganiayaan.* Negara harus mampu menjamin keselamatan anak — anak karena
anak pada hakikatnya adalah anugerah Tuhan bagi manusia. Hal ini juga berkaitan
dengan hak asasi manusia setiap anak di bawah umur, yang meliputi hak untuk
hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya.®

Kejahatan yang melibatkan penganiayaan anak merupakan kejahatan
tercela dan harus dihindari karena melanggar standar moral dan dapat merusak
kehormatan dan martabat seseorang. Kejahatan yang melibatkan penganiayaan
anak juga dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, baik secara
psikologis maupun di bidang lainnya. Kejahatan penganiayaan dapat menyebabkan
kesehatan mental anak terganggu yaitu anak menjadi memiliki sikap minder, cemas
berlebihan, trauma berkepanjangan, bahkan keterbelakangan mental dan gangguan
kejiwaan. Undang-undang ini cukup berat dan menimbulkan ancaman bagi

masyarakat atau mereka yang melanggarnya. Hal ini sesuai dengan undang-undang

3Sheila Masyita M, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut
Terhadap Anak (Skripsi), Makassar: Universitas Hasanuddin, h. 1

4Teguh Prasetyo, 1981, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, h. 48

5Gultom, Maidin, 2010, Perlindngan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, h. 57



yang mengatur tindak pidana penganiayaan anak dan hukuman bagi yang
melanggarnya. Kesehatan mental anak-anak yang berusia di bawah korban
penganiayaan dapat terpengaruh dari hasil penganiayaan.®

Salah satu kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh pelaku yang
masih di bawah umur yaitu pada Putusan PN MANADO Nomor 3/Pid.Sus-
Anak/2024/PN Mnd. Pada kasus tersebut, korban dan pelaku masih anak — anak di
bawah umur 18 tahun. Kasus tersebut dibuktikan dengan 1 (satu) buah flashdisk
warna hitam merek V-Gen yang berisi video penganiayaan yang dilakukan oleh
pelaku terhadap korban.

Tindak kekerasan terhadap anak semakin banyak terjadi, maka dibuatlah
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk
melindungi anak. Undang-undang ini mulai berlaku sejak 18 Oktober 2014 yang
didukung oleh Pasal 289 KUHP’ terkait hukuman yang akan diterima pelaku
kekerasan pada anak yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam

karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.®

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara spesifik
disebutkan dalam Pasal 76D dan 8, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain, dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

®Neng Djubaedah, 2010, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau
dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 15

7 Pasal 289 KUHP Terkait Hukuman yang Akan Diterima Pelaku Kekerasan pada Anak.

8Tim Redaksi, 2014, Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhap, Yogyakarta: Laksana, h. 497



Terkait Perlindungan anak, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkkan dilakukan
perbuatan cabul dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Keberhasilan suatu bangsa sangat bergantung pada anak-anaknya. Hal ini
berkaitan dengan generasi penerus suatu negara. Oleh karena itu, untuk
menghentikan kekerasan, tindakan pencegahan harus dilakukan. Anak-anak adalah
makhluk yang dapat dianiaya karena berbagai alasan, termasuk pemukulan,
eksploitasi, dan bahkan kematian.® Hal ini semakin diperkuat oleh tanggung jawab
hakim untuk menegakkan keadilan dan membuat putusan sebaik mungkin guna
mengurangi kemungkinan pelaku melakukan kejahatan yang sama lagi. Hakim
berperan dalam putusan pengadilan yang mencegah pelaku melakukan kejahatan
yang sama di masa mendatang.

Terkait putusan hakim tersebut, adanya Putusan Pengadilan Negeri NGAWI
Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengutamakan
keadilan. Putusan hakim yang terkait dengan sifat perkara dan hukuman yang tepat
pada hakikatnya merupakan upaya lembaga peradilan untuk menegakkan hukum.®
Penegakan hukum harus adil untuk semua kalangan masyarakat tak terkecuali anak

— anak. Anak-anak saat ini membutuhkan perlindungan hukum di samping

®Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta : Sinar
Grafika, h. 41

10 Mia Novita Sari, Taufiq Nugroho, 2024, Juridical Review Of Trademark Disputes In Indonesia:
Case Study of the Trademark, International Conference Restructuring and Transforming Law 2023,
2(2), hal 73



penerapan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA), yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dapat
menerapkan diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 5 Undang — Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur
tentang penangkapan anak untuk kepentingan penyidikan yang berbunyi sebagai
berikut:

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan

Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan
peradilan umum; dan

C. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan
selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah
menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat perlindungan terhadap tindak
pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang masih anak-anak. Penggunaan
hukum pidana dalam semua kasus kekerasan terhadap anak merupakan contoh
inovasi hukum terkini. Lebih jauh, semakin banyaknya sanksi sosial yang ditujukan
kepada pelaku kekerasan terhadap anak mencerminkan persepsi masyarakat
terhadap undang-undang yang melindungi anak. Karena kekerasan terhadap anak
semakin meluas seiring dengan kemajuan masyarakat, para peneliti ingin

mempelajari lebih lanjut tentang fenomena ini. Hal tersebut yang menjadi alasan

peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini.



Dasar UU tersebut menegaskan bahwa terdapat penerapan hukum pidana
bagi setiap kasus yang melibatkan kekerasan terhadap anak dibawah umur sebagai
bentuk perlindungan terhadap hak-hak mereka. Atas dasar inilah peneliti disini
bermaksud melakukan penkajian dan pendalaman kasus kekerasan pada anak
dengan mengangkat judul Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap
Anak Yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Putusan PN Nomor
02/Pid.Sus/2017/PN.Ngw).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai
berikut.

1. Apa yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan
yang mengakibatkan luka ringan dalam perkara Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.
Ngw?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus
perkara Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN. Ngw terkait tindak pidana penganiayaan
anak yang mengakibatkan luka ringan?

3. Bagaimana tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan
menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada latar belakang dan rumusan

masalah adalah sebagai berikut.



1. Untuk mengetahui alasan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkan luka ringan sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor
02/Pid.Sus/2017/PN. Ngw.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memutus perkara Nomor Putusan 02/Pid.Sus/2017/PN. Ngw. yang
menyangkut tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan luka
ringan.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana

penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan.

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Meningkatkan pemahaman dan penghayatan bagi penulis dan pembaca
terhadap perkara pidana Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN. Ngw yang menyangkut
tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan luka ringan.

Manfaat Praktis

Mengetahui persyaratan dalam perkara pidana Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.
Ngw yang membahas tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan

luka ringan.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana penganiayaan anak merupakan salah satu penyimpangan

yang sering terjadi di masyarakat. Ketidakmampuan untuk mengendalikan diri yang

berujung pada tindak pidana terhadap anak disebut dengan tindak pidana

penganiayaan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut mendukung hal



ini, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak pidana penganiayaan.
11 penganiayaan anak merupakan tindak pidana yang berdampak negatif terhadap
perkembangan anak dalam berbagai aspek, termasuk psikologis.

Terkait putusan hakim, dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri NGAWI
Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Ngw menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganut
prinsip keadilan. Lebih jauh, semakin banyaknya sanksi sosial yang ditujukan
kepada pelaku kekerasan terhadap anak mencerminkan persepsi masyarakat
terhadap undang-undang yang melindungi anak. Karena kekerasan terhadap anak
merupakan fenomena yang semakin marak seiring dengan perubahan zaman,
sehingga peneliti tertarik untuk meneliti fenomena ini.

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan
pengadilan dalam putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN. Ngw yang melibatkan
tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan luka ringan, serta alasan
mengapa tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan. Selain itu, peneliti
menggunakan sudut pandang Islam dalam mengkaji tindak pidana penganiayaan
yang mengakibatkan luka ringan. Berikut ini adalah kerangka konseptual yang

menjadi pedoman dalam penelitian ini.

1 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 65



Tindak Pidana kekerasan anak di bawah umur

'

UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak

v

Putusan PN NGAWI Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Ngw

A

y

Latar Belakang
Tindak Pidana

Pertimbangan
Hakim

Perspektif
Hukum Islam

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa acuan berupa hasil penelitian terdahulu yang peneliti

gunakan sebagai referensi pendukung yang dilampirkan pada tabel berikut:

(2021)

e Tidak  membahas
perspektif islam
dalam tindak pidana
penganiayaan.

Yoga
Pramudyas
Putra (2021)

Perlindungan
Hukum Terhadap
Korban
Penganiayaan
yang
Mengakibatkan
Luka Berat

e Membahas  terkait
penganiayaan yang
mengakibatkan luka
berat.

e Tidak berfokus pada
penganiayaan
terhadap anak.

No | Nama Peneliti | Judul Penelitian Perbedaan Persamaan

1 | I Made Minggu | Sanksi Pidana | ¢ Membahas  terkait | Mengkaji mengenai
Widyatara, Terhadap Pelaku | penganiayaan yang | putusan  hukuman
Anak  Agung | Tindak  Pidana | mengakibatkan luka | dari seorang hakim
Sangung Penganiayaan berat. terhadap kasus
Laksmi Dewi, | yang e Tidak berfokus pada | penganiayaan.  Hal
dan Ngurah | Mengakibatkan penganiayaan tersebut sama persis
Arya Kusuma | Luka Berat terhadap anak. dengan apa yang

akan peneliti kaji saat
ini, begitu pula jenis
hukum yang diangkat
juga sama - sama

mengenai hukum
normatif yang
ditinjau secara
yuridis.
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No | Nama Peneliti | Judul Penelitian Perbedaan Persamaan

e Tidak  membahas
perspektif islam
dalam tindak pidana
penganiayaan.

e Teknik analisa data
menggunakan

penalaran deduktif.

3 | Dessy Tindak  Pidana | ¢« Membahas terkait
Rakhmawati, Penganiayaan penganiayaan secara
Sahuri yang dilakukan | umum.

Lkasmadi, dan | oleh anak jalanan | e Tidak berfokus pada
Silvy  Amira | Penanggulangan penganiayaan
Fadini (2022) | dan terhadap anak.
Permasalahannya | e Tidak  membahas
perspektif islam
dalam tindak pidana
penganiayaan.
e Metode  penelitian
yang digunakan
adalah penelitian
empiris.

4 | Sukiati dan Siti | Analisis Putusan | Membahas tindak | Mengkaji mengenai
Anastasya No.55/Pid- pidana penganiayaan | putusan  hukuman
(2023) Sus/2022/PN- yang  menyebabkan | dari seorang hakim

Mdn tentang | kematian. terhadap kasus
penganiayaan penganiayaan yang
oleh anak dalam melibatkan anak
Prespektif Hukum dibawah umur
Pidana Islam sebagai korban

ataupun pelakunya.

Melihat  perspektif

hukum pidana islam
dalam kajiannya. Hal
tersebut sama persis
dengan apa yang
akan peneliti kaji saat
ini, begitu pula jenis
hukum yang diangkat
juga sama - sama

mengenai hukum
normatif yang
ditinjau secara

yuridis.
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G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan usaha ilmiah yang didasarkan pada
metodologi, sistematika, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk menganalisis
dan meneliti satu atau beberapa fenomena hukum tertentu. Selanjutnya, dilakukan
analisis menyeluruh terhadap aspek hukum, diikuti dengan pencarian solusi
terhadap berbagai masalah yang muncul dalam gejala terkait. 12 Meneliti penerapan
berbagai peraturan yang menetapkan pengaturan kelangsungan hidup dalam
masyarakat merupakan peran lain dari teknik penelitian hukum. 3 Teknik-teknik

berikut diterapkan dalam penulisan undang-undang ini sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif, yaitu mengutamakan penjelasan setiap item yang relevan
serta unsur teori, filsafat, perbandingan, struktur, atau komposisi. }* Karena
bersifat kualitatif, maka teori dan karya tulis yang relevan diutamakan agar
dapat menghasilkan data yang akurat dan sah. ¥ Tujuan penelitian normatif ini
adalah membandingkan kejadian dengan peraturan perundang-undangan dan
putusan hakim dengan cara mengkaji berbagai fenomena yang terjadi dengan

aturan yang berlaku.

127ainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.,Hal. 18.

13Suria Sumantri dan Irawan Seohartono, 2009, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian
Bidang Kesejahteraan Sosial dan IImu Sosial Lainnya, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 37.
1430erjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, hal 53

SLexy Moleong, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, hal. 11
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2. Jenis Penelitian
Kasus penganiayaan di PN NGAWI Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Ngw

yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak dikaji dalam
penelitian kualitatif deskriptif ini. Peneliti bermaksud untuk mengkaji putusan
hakim terkait fenomena penganiayaan anak. Pengumpulan data, kompilasi,
klasifikasi, analisis, dan interpretasi merupakan prosedur standar yang
digunakan?®.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bersifat terbuka dan tidak

berafiliasi dengan lembaga tertentu. Analisis PN NGAWI Nomor
02/Pid.Sus/2017/PN.Ngw tentang kekerasan terhadap anak dikutip dalam
makalah ini. Penelitian dapat dilakukan di rumah dengan mencermati pilihan
secara cermat.

4. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder karena berasal dari
putusan pidana tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur. Pedoman
tertulis dan tinjauan pustaka digunakan dalam penyelidikan normatif ini.t’
Kejadian yang terjadi dan putusan pengadilan dibandingkan dalam penelitian
ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber
pustaka yang mencakup referensi tentang kejahatan kekerasan terhadap anak

di bawah umur. 8 Berikut ini adalah rinciannya.

®Ibid, hal 12

"Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Ul-Press, 2011), hal. 22
Blbid, hal. 24
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a. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat dianggap sebagai bahan hukum primer.
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) KUHPidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
5) Undang-Undang perkara Pidana Pengadilan Negeri NGAWI Nomor
02/Pid.Sus/2017/PN.Ngw
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan
hukum primer, meliputi:
1) Literatur ilmu hukum yang relevan dengan isu penelitian
2) Temuan penelitian dan literatur sebelumnya.
c. Bahan hukum tersier, seperti yang berasal dari kamus, ensiklopedia, atau
internet yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder.
5. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dapat diandalkan dalam penelitian ini,
dilakukan studi pustaka. Analisis ini bersifat teoritis dan didukung oleh
tinjauan pustaka yang penulis peroleh dari buku, literatur, dokumen, jurnal,
internet, serta peraturan perundang-undangan.’®  Penulis mengumpulkan

informasi teoritis untuk studi pustaka dari berbagai sumber, termasuk buku,

19Sukmadinata dan Saifuddin Azwar, 2011, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
hal.36
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dokumen, publikasi, peraturan perundang-undangan, internet, temuan
penelitian, dan bahan lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. 2°
Analisis Data

Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yang
meliputi penyediaan deskripsi pembahasan yang terperinci dan berurutan
beserta data relevan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Temuan penelitian disajikan secara terperinci menggunakan metode
analisis ini, yang juga membandingkannya dengan teori dan penelitian
sebelumnya yang memuat informasi yang relevan dengan penelitian. Adapun
pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Analisis data
induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus,

untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. 2!

H. Sistematika Penulisan

Hasil penulisan ini akan diorganisasikan ke dalam 4 (empat) bab untuk

memberikan gambaran menyeluruh tentang metodologi penulisan sesuai dengan

persyaratan penulisan skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dokumen

hukum ini ditulis dengan metodologi sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah,

rumusan, tujuan, dan manfaat serta kerangka konseptual, metodologi, dan

sistematika penelitian.

2 exy Moleong, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, hal. 11
2y ulius Slamet, 2006, Metode Penelitian Sosial, Surakarta: Sebelas Maret University Press, hal.
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Bab 1l merupakan tinjauan pustaka dengan kerangka teori dan konseptual.
Meliputi informasi tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak, proses litigasi
pidana, undang-undang tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak, dan perkara
pidana No. 02/Pid.Sus/2017/PN. Ngw.

Bab 111 memuat hasil penelitian dan pembahasan yang berisi pembahasan
tentang ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkara pidana
penganiayaan anak Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN. Ngw.

Bab IV berisi hasil penelitian yang dirangkum dalam simpulan dan saran.



